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Abstrak 

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. 

Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran tanah baik 

yang bersifat individual (perseorangan) maupun massal (kolektif). 

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Sporadik 

 

Abstract 

Land registration sportively was an activity for land registration for the fisrt 

time it hit one or several objects listing the internal soil the region or section of a 

villageindividually or en masse. In land registration activities sporyounger, 

individual and mass (collective) land registration applicant. 

Keyword : Land Registration, Sporyounger 

 

PENDAHULUAN 

Kegiatan pendaftaran-tanah terdiri atas kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali, bentuk kegiatannya adalah pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan 

data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan pe-

meliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan 

dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data, yaitu data fisik 

dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang 

tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya 

bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridis adalah keterangan mengenai 

status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya 

dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 

Tujuan pendaftaran tanah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997, adalah: ”Untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.” 

Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 

Yang dimaksud dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah 

kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang 

belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 atau Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Pasal 1 angka (9) Peraturan Pemerintah No. 24 
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Tahun 1997). Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. 

Pendaftaran tanah secara sistematik, adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan (Pasal 1 angka (10) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah 

secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia 

Ajudikasi yang dibentuk oleh Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan 

Nasional. 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk 

melukiskan tentang sesuatu hal didaerah tertentu dan pada saat tertentu. Jenis data 

pada penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Dan sumber data terdiri dari 

sumber data primer dan sumber data sekunder. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Secara Sporadik Pada 

Tanah yang Belum Bersertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang 

Dalam Pasal 1 angka (11)  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 

disebutkan bahwa pendaftaran tanah secara sporadik adalah “kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam 

wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal”. 

Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran 

tanah baik yang bersifat individual (perseorangan) maupun massal (kolektif) 

menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar 

(disertifikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon. 

Dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota setempat secara aktif meneliti dokumen-dokumen yang diajukan 

oleh pemohon, melakukan pengukuran atas tanah yang dimohon untuk didaftar, 

melakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas tanah, mengumumkan 

data fisik dan yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor 

Kepala Desa/Kelurahan setempat, mengesahkan hasil pengumuman data fisik dan 

data yuridis, dan menerbitkan sertifikat.1 Demikian juga pihak pemohon ikut aktif 

memantau perkembangan permohonannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat dari mulai awal hingga diterbitkan sertifikat atas namanya. 

Tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997 atau peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam pelaksanaan kegiatan 

pendaftaran tanah secara sporadik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

dibantu oleh pejabat lain, yaitu: Panitia pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta 

Tanah, Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Kepala Kecamatan. 
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Selanjutnya dari hasil penelitian diperoleh keterangan bahwa mekanisme  

pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik adalah sebagai berikut:2 

Pertama, pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permintaan 

pihak yang berkepentingan (Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997).  

Dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 

1997, yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah pihak yang berhak 

atas bidang tanah yang bersangkutan atau kuasanya. Sedangkan menurut Pasal 1 

angka (11) Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997, yang dimaksud dengan 

pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain 

yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah. Pendaftaran tanah secara 

sporadik dapat dilakukan secara individual (perseorangan) atau massal (kolektif) dari 

pemegang hak atas bidang tanah atau kuasanya: 

Kedua, Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran (Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan 

Pemerintah No. 24 Tahun 1997).  

Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah 

secara sistematik oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar 

pendaftaran untuk keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. Untuk keperluan 

pembuatan peta dasar pendaftaran, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan 

pemasangan, pengukuran, pemetaan, dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik 

nasional di setiap kabupaten/kota. Pengukuran untuk pembuatan peta dasar 

pendaftaran diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka 

dasarnya. Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik 

nasionalnya, dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar 

pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik lokal yang bersifat sementara, yang 

kemudian diikatkan dengan titik dasar teknik nasional. Peta dasar pendaftaran 

menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. 

Ketiga, Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah (Pasal 17 s/d. Pasal 19 

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).  

Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, 

bidang-bidang tanah yang akan dipetakan akan diukur, setelah ditetapkan letaknya, 

batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap 

sudut bidang tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah diupayakan 

penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan. 

Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh 

pemegang hak tanah yang bersangkutan. Penetapan batas bidang tanah yang sudah 

dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi 

belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada 

tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang 

hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang 

hak atas tanah yang berbatasan. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah, Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat memerhatikan batas-batas bidang atau 

bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang 

bersangkutan. Persetujuan batas-batas bidang tanah dituangkan dalam suatu berita 

acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan. Jika dalam 
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penetapan batas bidang tanah tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas 

tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak-hak atas tanah yang berbatasan, 

pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan 

batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah 

yang bersangkutan. Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah 

yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir 

setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara 

dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-

batas bidang tanah yang bersangkutan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

setempat membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara, 

termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran 

pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. Dalam gambar ukur sebagai hasil 

pengukuran sementara dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa 

batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara. Dalam hal 

telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas-batas yang 

dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada 

pada peta pendaftaran yang bersangkutan. 

Keempat, Pengukuran dan Pemetaan Bidang-bidang tanah dan Pembuatan 

Peta Pendaftaran (Pasal 20 Peraturan Pernerintah No. 24 Tahun 1997).  

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur dan 

selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. Jika dalam wilayah pendaftaran 

tanah secara sporadik belutn ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, 

sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan peta pendaftaran. Jika 

dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar pendaftaran maupun peta lainnya, 

pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah yang bersangkutan. 

Kelima, Pembuatan Daftar Tanah (Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997). Bidang atau bidang tanah yang sudah dipetakan atau dibubuhkan 

nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran dibukukan dalam daftar tanah. 

Keenam, Pembuatan Surat Ukur (Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997). 

Bagi bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta 

pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya. Untuk 

wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta 

pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran bidang-bidang tanah yang sudah 

ditetapkan batasbatasnya. 

Ketujuh, Pembuktian Hak Baru (Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997). 

Untuk keperluan pendaftaran hak: 

1. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 

a. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang memberikan hak 

yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut 

berasal dari tanah negara atau tanah Hak Pengelolaan. 

b. Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang 

Hak Milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Hak Milik. 

2. Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian Hak 
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Pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. 

3. Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf. 

4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan. 

5. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. 

Kedelapan, Pembuktian Hak Lama (Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Peme-

rintah No. 24 Tahun 1997). 

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi 

hak, hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut 

berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan/atau pernyataan yang bersangkutan 

yang kadar kebenarannya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang 

membebaninya. Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat 

pembuktian, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan 

fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara 

berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan 

syarat: 

1. Penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan secara terbuka 

oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh 

kesaksian orang yang dapat dipercaya; 

2. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman tidak 

dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang 

bersangkutan ataupun pihak lain. 

Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti dilakukan pengumpulan dan 

penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 

Kesembilan, Pengumuman Hasil Penelitian Data Yuridis dan Hasil 

Pengukuran (Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 

Hasil pengumpulan dan penelitian data yuridis beserta peta bidang atau 

bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran diumumkan 

selama 60 (enam puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang 

berkepentingan mengajukan keberatan. Pengumuman dilakukan di Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota setempat dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah 

yang bersangkutan serta di tempat lain yang dianggap perlu. Pengumuman juga dapat 

dilakukan melalui media massa. Jika dalam jangka waktu pengumuman ada yang 

rnengajukan keberatan mengenai data fisik dan/atau data yuridis yang diumumkan, 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat mengusahakan agar secepatnya 

keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika usaha 

penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat membawa hasil, dibuatkan berita 

acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan 

perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bi-

dang-bidang tanah dan/atau daftar isian yang bersangkutan. Jika usaha penyelesaian 

secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, 

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat memberitahukan secara tertulis 

kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data 

fisik dan/atau data yuridis yang disengketakan ke pengadilan. 
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Kesepuluh, Pengesahan Hasil Pengumuman Penelitian Data Fisik dan Data 

Yuridis (Pasal 28 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997).  

Setelah jangka waktu pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis 

yang diumumkan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanah-an Kabupaten/Kota setempat 

disahkan dengan suatu berita acara. Jika setelah berakhirnya jangka waktu 

pengumuman masih ada kekuranglengkapan data fisik dan/atau data yuridis yang 

bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan 

dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan/atau keberatan 

yang belum diselesaikan. Berita acara pengesahan menjadi dasar untuk: 

a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah; 

b. Pengakuan hak atas tanah;  

c. Pemberian hak atas tanah. 

Kesebelas, Pembukuan Hak (Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pernerintah 

No. 24 Tahun 1997). 

Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, dan Hak Milik Atas Satuan 

Rumah Susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data 

yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat 

ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta 

pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan 

beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur 

secara hukum telah didaftar. Pembukuan hak dilakukan berdasarkan alat bukti hak 

baru atau hak lama, dan berita acara pengesahan pengumuman data fisik dan data 

yuridis. Atas dasar alat bukti hak baru atau hak lama dan berita acara pengesahan 

pengumuman data fisik dan data yuridis hak atas bidang tanah: 

a. Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan ticlak ada yang 

disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah. 

b. Yang data fisik atau data yuridis belum lengkap dilakukan pembukuannya 

dalam buku tanah dengan catatan menge nai hal-hal yang belum lengkap. 

c. Yang data fisik dan data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan 

gugatan ke pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan 

mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk mengajukan gugatan 

ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 90 (sembilanpuluh) 

hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut. 

d. Yang data fisik dan/atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan 

ke pengadilan tetapi tidak ada perintah dari pengadilan untuk status quo dan tidak 

ada penyitaan dari pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan 

catatan mengenai adanya serigketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan. 

e. Yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke 

pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari 

pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang 

haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita 

atau perintah status quo tersebut. 

 

Catatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya belum 

lengkap tersebut dihapus apabila: 

a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau 

b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke pengadilan 
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mengenai data yang dibukukan. 

Catatan dalam buku tanah yang data fisik atau data yuridisnya 

disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan atau mengajukan gugatan 

ke Pengadilan dihapus apabila: 

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau  

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

c. setelah dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak disampaikan pemberitahuan 

tertulis tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke pengadilan. 

Catatan dalam buku tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya 

disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari 

Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan dihapus 

apabila: 

a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau 

b. diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Catatan dalam buku tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya 

disengketakan dan diajukan gugatan ke pengadilan serta ada perintah untuk status 

quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan dihapus apabila: 

a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihakpihak yang bersengketa; 

atau 

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo dari 

Pengadilan. 

Keduabelas, Penerbitan Sertifikat (Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 24 

Tahun 1997). 

Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan 

sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Jika 

dalam buku tanah terdapat catatan-catatan yang menyangkut data fisik maupun data 

yuridis, penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan 

dihapus. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum 

dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain 

yang dikuasakan olehnya. Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual (perseorangan), 

atau Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat 

massal. 

B. Peran Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah Terkait Dengan Pendaftaran 

Tanah Pertama Kali Secara Sporadik 

Pada awal kelahirannya PAT tidak dikategorikan sebagai Pejabat Umum, 

tapi sebagai PAT saja. PPAT dikategorikan atau disebutkan sebagai Pejabat Umum 

awalnya berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 

Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, 

bahwa “Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat 

Umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta 
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pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebankan Hak 

Tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya keberadaan PPAT ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan  

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT), adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta-akta tanah tertentu. Secara khusus keberadaan PPAT diatur oleh 

Peraturan Pemerintah dalam Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pembuat Akta Tanah (PJPPAT), dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “PPAT 

adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik 

mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas 

Satuan Rumah Susun. 

Untuk mengetahui batasan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan 

pembuatan akta yang menjadi kewenangan PPAT, sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 3 Tahun 1997 juncto Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 

1998. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya akhirnya dapat ditarik kesimupulan 

sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran 

tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau 

massal. Dalam kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik, pemohon pendaftaran 

tanah baik yang bersifat individual (perseorangan) maupun massal (kolektif) 

menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, datang ke Kantor Pertanahan 

Kabupaten/ Kota setempat untuk mengajukan permohonan agar tanahnya didaftar 

(disertifikatkan), dan menanggung seluruh biaya yang dibebankan kepada pemohon. 

Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat secara aktif meneliti dokumen-doku-

men yang diajukan oleh pemohon, melakukan pengukuran atas tanah yang dimohon 

untuk didaftar, melakukan penelitian data yuridis dan penetapan batas-batas tanah, 

mengumumkan data fisik dan yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat 

dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat, mengesahkan hasil pengumuman data 

fisik dan data yuridis, dan kemudian menerbitkan sertifikat.  

2. Peran Notaris/PPAT terkait dengan pendaftaran tanah pertama kali secara 

sporadik, sangatlah penting terutama ketika terjadi perbuatan hukum yang berkaitan 

dengan peralihan hak atas tanah, seperti jual beli, hibah, waris dan sebagainya. Disini 

Notaris/PPAT berperan  membuat akta tanah, misalnya: akta jual beli tanah. Akta 

jual beli inilah yang menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh 

pemohon dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 

 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 

1. Terkait dengan pendaftaran tanah secara sporadik, maka dihimbau 

kepada masyarakat agar dalam melakukan perbuatan hukum, seperti jual beli tanah 

yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak atas tanah, hendaknya masyarakat 
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melakukannya dihadapan Notaris/PPAT. Hal ini menjadi penting karena akta 

tersebut menjadi salah satu dokumen penting yang harus dilengkapi oleh pemohon 

dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 

2. Dihimbau kepada warga masyarakat hendaknya melaksanakan 

perintah undang-undang dengan mendaftarkan tanah yang dimilikinya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah dan 

tertib administrasi pertanahan. 
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